PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
DAN

TENTANG
KEMITRAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KAPASITAS PERAN SERTA
DAN PARTISIPASI PEMILIH MELALUI PROGRAM DESA/KELURAHAN PEDULI
PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3)

Nomor : 244/PR.07/3272/2021
Nomor: 03/187/BKBP/2021

Pada hari ini Selasa tanggal 02 bulan September tahun 2021, bertempat di Kantor
Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SRI UTAMI : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SUKABUMI Yang berkedudukan di Jalan Otista
Nomor 175 Kota Sukabumi dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kota Sukabumi, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU,

2. YUDI YUSTIAWAN : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA SUKABUMI Yang berkedudukan
di Jl. Bhayangkara, Selabatu, Kec. Cikole, Kota
Sukabumi dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Sukabumi, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama
dalam bidang Peningkatan Kapasitas Peran Serta dan Partisipasi Pemilih Melalui
Program Desa/Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) yang selanjutnya
diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini diselenggarakan dengan maksud untuk menjalin
kemitraan strategis antara PARA PIHAK;
(2) Menciptakan iklim demokrasi yang baik di wilayah Kota Sukabumi;



(3) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, peran
serta dan partisipasi pemilih di wilayah Kota Sukabumi baik untuk
Pemilu/Pemilihan melalui Kerja Sama antara PARA PIHAK melalui Program
Desa/Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3).

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah:
a. Meningkatkan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis sesuai dengan
norma hukum yang berlaku
b. Sinergi program kegiatan Pendidikan Demokrasi Elektoral bagi masyarakat
Kota Sukabumi melalui Perangkat Daerah.
c. Pengembangan kegiatan serupa secara bertahap dilaksanakan di seluruh di
wilayah Kelurahan Kota Sukabumi.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

a. Melakukan koordinasi terkait kegiatan dan Program Desa/Kelurahan
Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) yang sesuai dengan kewenangan PIHAK
KEDUA

b. Ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA yang
berhubungan dengan kegiatan Program Perjanjian Kerjasama ini. :

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. Melakukan koordinasi kepada PIHAK KESATU untuk program kegiatan
kepemiluan yang sesuai dengan Program Perjanjian Kerjasama.

b. Ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU

sepanjang dalam Program Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan
manusia yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya atau tertundanya
pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, hal-hal yang termasuk force majeur
sebagaimana dimaksud adalah:

a. bencana alam;
b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;



c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau force majeure,
dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu
pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih
dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.

(3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, PIHAK KEDUA berkewajiban dalam waktu 30
(tiga puluh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar segera memberitahukan
kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal §
ADDENDUM

Hal-hal yang perlu di atur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan di atur dan
disepakati oleh PARA PIHAK dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang

merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan
secara musyawarah untuk mufakat;

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama Berakhir apabila:
a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau
b. Atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka

waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja
Sama oleh PARA PIHAK hingga 31 Desember 2024, dan dapat diperpanjang atas
persetujuan PARA PIHAK.



Pasal 9
KETENTUAN LAIN

(1) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan
diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;

(2) Dalam hal diperlakukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi
Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan
PARA PIHAK;

(3) Apabila terdapat perbedaan penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk
penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli
dan bermaterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta

mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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